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TENTANG 
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MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

: a. Sural permohonan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN 
INDONESIA (PERSERO), Nomor 229/DK 
Farmal.eks/PPI/IX/03 tanggal 23 September 2003 perihal 
Permohonan Perubahan Nama; 

b. Akta Notaris BETSAIL UNTAJA 'r.·A, SH, Nomor 4 tanggal 9 
Juni 2003 perihal Akta Penggabungan Perusahaan (persero) PT. 
Pantja N iaga dan Pcrusahaan (Perscro) PT. Dharma N i<lg<l 
kcclalam Pcrusahaan (Persero) PT. Cipta Niaga; 

c. Akta Notaris SRI RAI-lA YU I-I. PRASETYO, SI-I , Nomor 03 
tanggal 09 .Juni 2003 pcrihal Pcrnyataan Kcputusan Rapal 
Perubahan Perseroan (Persero) PT. Cipta N;aga; 

d. Keputusan Mcnteri Kehakiman dan 1-IAM Nomor C-14008 
HTOO 1.04.TH.2003 tanggal 19 Juni 2003, tentang Persetujuan 
Peru bah an Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. 
Perusahaan Perclagangan Indonesia disingkat PT. PPI (Persero ). 

Bahwa permohonan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN 
INDONESIA (PERSERO) tersebut clapat disetujui, oleh karena itu 
menganggap perlu menerbitkan Ij in Usaha Pedagang Besar Bahan 
Baku Farmasi. 

1. Undang-Undang Obat Keras ( ST.193 7 No . 541 ); 
2. Unclang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Ncgara Tahun 1992 No. 100, · Tambahan Lembaran Negara No. 
3495); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lcmbaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan 
Lcmbaran Negara RI Nomor 3671 ); 

4. Unclang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Rl Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Ne~ara 
R1 Tahun 1997 Nomor 3698); 

5. Unclang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintc:h Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lcmbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839); 

6. Peraturan Pemerintah No . 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 
Secliaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
1998 Nomor 138); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi 
(Lcmbaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Ncgara RI Tahun 2000 Nomor 3952); 
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9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 287/Menkes/SK/XI/76 tanggal 
18 November 1976 tentang Ketentuan Pengimporan, 
Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Baku; 

I 0. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi .To 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia · Nomor 
1191/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang 
Besar Farmasi . 

MEMUTUSKAN 

Mencabut semua Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Pemberian 
1zin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi atas nama PT. Panca 
Niaga. 

Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi kepada 
PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESI A 
(PERSERO), Alamat Kantor Operasional .Jalan Abdul Muis No . 8 
Jakarta Pusat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.001.661.6-
051.000 dengan ketentuan sebagai berikut : 
I. Kantor Pusat dan Gudang tempat penyimpanan perbekalan 

kesehatan dan Laboratorium terletak eli .Jalan Malaka No. 7-9 
Jakarta Barat. 

2. I-larus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku . 
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, . penyimpanan clan 

penyaluran perbekalan farmasi sesuai stanclar pelayanan yang 
ditetapkan oleh Menteri . 

ljin Pcdagang Bcsar Bahan Baku Farmasi bedaku untuk jangka waktu 
2 (dua) tahun . 

Ke-putusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan clengan catatan 
bahwa akan cliaclakan peninjauan atau perubahan sebagaimana 
mcstinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan 
1111 . 
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Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada: -.;-_ -
1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta 
2. Kepala Dinas Kcsehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta. 
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia eli Jakarta. 


